SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah

1.

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Raja Ampat, serta tertibnya administrasi dan kepastian nilai
serta kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Raja Ampat, maka perlu ditetapkan perubahan atas
lampiran Evaluasi Jabatan dalam Peraturan Bupati Raja
Ampat untuk mendukung pencapaian tujuan instansi
Pemerintah Daerah; perlu disusun Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Raja Ampat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi jabatan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem  Kerja Pada Instansi Pemerintah  Untuk
Penyederhanaan  Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja
Ampat Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 103), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah
Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN

ANALISIS BEBAN KERJA PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA
AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

oA

o

Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Raja Ampat;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Raja Ampat.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah
Asisten Sekretariat Daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Inspektur Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin
Inspektorat Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin suatu
Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin suatu
Badan yang melaksanakan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik
yang dipimpin oleh Lurah.

Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib atau urusan
pemerintahan pilihan.

Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjwab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.

Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya disyaratkan
dengan angka kredit.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan taknik untuk memperoleh
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk
kepentingan program kepegawaian serta memberi umpan balik bagi
organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah
pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah :

©po o

(1)

(2)

(1)

(1)

analisis jabatan;

analisis beban kerja

kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
kewenangan; dan

monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB III
ANALISIS JABATAN

Pasal 3

Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi
jabatan secara lebih tepat dan akurat;

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai
dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Organisasi
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam
kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah
pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi
kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Sekretariat
Daerah.

Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sebagai
dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh
Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai
beban kerja.

BAB V
KEGUNAAN

Pasal 5

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
a. perencanaan kebutuhan PNS;

b. rekruitmen calon PNS;

c. penempatan PNS;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

d. pengendalian PNS;

e. pendidikan dan pelatihan PNS;

f. pengembangan PNS, dan

g. kesejahteraan PNS.

Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya
dilakukan oleh :

a. Sekretariat Daerah;

b. Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia; dan

c. Bagian Organisasi.

Pasal 6

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada
Sekretariat Daerah;

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi
informasi jabatan, meliputi :

nama jabatan;

kode jabatan;

unit kerja;

ikhtisar jabatan;

Kualifikasi Jabatan;

Tugas Pokok/uraian tugas;

hasil kerja;

bahan kerja;

perangkat kerja;

tanggung jawab;

wewenang;

korelasi jabatan;
. kondisi lingkungan kerja;

resiko bahaya;

syarat jabatan;

prestasi yang diharapkan; dan

Kelas Jabatan.
Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Organisasi
Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati Raja Ampat ini;
Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Raja Ampat.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 7

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan
Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan
sebagai Verifikator dan Validasi dengan dibantu organisasi perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk
menyusun.

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan
pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Organisasi Perangkat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan
analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan
penempatan pegawai dalam jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Bagian Organisasi.

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah

terkait.

Anggaran  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Raja Ampat.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja
Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 26 April2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 18

N
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001



Lampiran [ : Keputusan Bupati Raja Ampat
Nomor : 18 Tahun 2022
Tanggal : 27 Juli 2022

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERSUSUN

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

SEKRETARIAT DAERAH;

SEKRETARIAT DPRD;

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

DINAS KESEHATAN;

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN;

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA,;

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;

DINAS KOPERASI DAN UKM;

DINAS SOSIAL;

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN

KELUARGA BERENCANA;

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG;

14. DINAS PERHUBUNGAN;

15. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;

16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK;

17. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;

18. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;

19. DINAS PERIKANAN;

20. DINAS PARIWISATA;

21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;

22. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;

23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;

24. BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN
PENELITIAN;

25. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,;

26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;

27. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,;

28. BADAN PENGELOLA BENCANA DAERAH;

29. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH;

30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;

31. DISTRIK.
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BUPATI RAJA AMPAT,
CAT/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

MAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001



